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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus

inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

d Ha H ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)




Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
h Ta T te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
i ‘ain ¢ koma terbalik (di atas)
& Gain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
0 Ha H Ha
Hamza
s h ’ Apostrof
] Ya Y Ye
Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
I=A i=3
I=1 ¢! =Ai ¢l=1
i=u s = Au s=1

Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
Aan 31 1 Ditulis mar’ atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dak b Ditulis fatimah
Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
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Contoh:
Wy Ditulis rabbana
o Ditulis al-bir

5. Kata sandang (artikel)

8.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
gAY Ditulis asy-syamsu
da L Ditulis ar-rajulu
5 ) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang
mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
salll Ditulis al-gamar
& Ditulis al-badi’
d o Ditulis al-jalil

Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
Cipal Ditulis umirtu
£ o Ditulis syai’un

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI)
Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
a. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
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ABSTRAK

ERNI ATNA (1517079), 2022, EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN
BATANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN
PELACURAN DI WILAYAH LOKALISASI PROSTITUSI DESA
KARANGASEM KABUPATEN BATANG.

Dosen pembimbing : Uswatun Khasanah, M.S.1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Perda Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wiayah Kabupaten Batang
serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Kasus yang diangkat dalam penelitian
ini adalah kasus lokalisasi yang terjadi didalam Desa Karangasem Kabupaten
Batang. Prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar norma keagamaan dan
peraturan Negara, hal ini karena memberikan dampak yang negatif kepada diri
sendiri maupun orang banyak. Kasus prostitusi ini masih marak terjadi di
Kabupaten Batang padahal Kabupaten Batang merupakan tempat dimana nilai-
nilai keagamaan dan kultur kesopanan sangat dijaga, dengan adanya fenomena-
fenomena lokalisasi prostitusi tersebut sangatlah merusak citra dalam suatu
wilayah manapun termasuk kabupaten Batang. Hal itulah yang membuat
pemerintah daerah kabupaten Batang bertindak untuk menanggulangi,
memberantas, menertibkan dan menutup bisnis-bisnis kotor tersebut. Karena
dengan adanya tempat prostitusi tersebut maka sudah melanggar beberapa
peraturan daeran yakni Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerantasan Pelacuran.
Adanya peraturan daerah tersebut memberikan cerminan bahwa pemerintah
daerah sudah komitmen dalam memberantas pelacuran namun memang
penegakan masih menjadi minim, dilihat realitanya masih banyak berdiri warung-
warung atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai praktik prostitusi. Jenis
penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang
diperolen melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik
analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian
kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif prostitusi sangat rendah.
Akibat hukum dari kurang maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap
dampak negatif prostitusi yaitu maraknya praktik prostitusi, tidak keberhasilanya
hukum yang dibuat untuk menanggulangi kasus prostitusi. Alangkah baiknya
pemerintah daerah sampai pemerintah desa membuat edukasi secara rutin supaya
penekanan angka prostitusi semakin berkurang.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Prostitusi.
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ABSTRACT

ERNI ATNA (1517079), 2022, THE EFFECTIVENESS OF BATANG
REGENCY PERDA NUMBER 4 OF 2015 CONCERNING ERADICATION
OF PROSTITUTE IN PROSTITUTION LOCALIZATION AREA,
KARANGASEM VILLAGE, BATANG REGENCY.

Supervisor : Uswatun Khasanah, M.S.1

This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation
Number 4 of 2015 concerning the Eradication of Prostitution in Batang Regency
and to find out the legal consequences. The case raised in this study is a
localization case that occurred in Karangasem Village, Batang Regency.
Prostitution is an activity that violates religious norms and state regulations, this is
because it has a negative impact on oneself and many people. Cases of
prostitution are still rife in Batang Regency even though Batang Regency is a
place where religious values and culture of decency are highly guarded. This is
what makes the Batang district government act to tackle, eradicate, bring order
and close these dirty businesses. Due to the existence of the prostitution place, it
has violated several regional regulations, namely Regional Regulation No. 4 of
2015 concerning the Eradication of Prostitution. The existence of these regional
regulations reflects that the local government is committed to eradicating
prostitution but indeed enforcement is still minimal, judging by the fact that there
are still many stalls or places that are used as prostitution practices. This type of
research is empirical juridical with a statutory research approach. Sources of data
in this study are primary data and secondary data obtained through observation,
interviews, and documentation. While the analysis technique used by the author is
a qualitative analysis technique. The results of the research on public legal
awareness of the negative impact of prostitution are very low. The legal
consequences of the lack of maximum legal awareness of the community towards
the negative impact of prostitution are the rampant practice of prostitution, the
failure of the laws made to tackle prostitution cases. It would be better if the local
government to the village government made regular education so that the
suppression of the number of prostitution decreases

Keywords: Legal Awareness, Prostitution
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita adalah manusia yang diberkahi dengan banyak hal yang
menjadikan kedudukannya sebagai makhluk hidup yang sangat sempurna.
Kata wanita diartikan sebagai wani yang berarti keberanian untuk diatur,
dalam bahasa Sansekerta kata wanita berasal dari kata wan yang berarti
nafsu, kata wanita berarti "objek seksual yang diinginkan". Sedangkan
Sedangkan asal kata perempuan adalah empu yang bermakna dipertuan
atau dihormati. Sebagai makhluk sosial, keberadaan perempuan
dibutuhkan karena menjadi daya tarik tersendiri, namun bagaimana jika
daya tarik tersebut disalahgunakan oleh perempuan untuk menunjang
kebutuhannya sendiri. Wanita menjadi lebih dominan dalam apa yang
biasanya dilakukan pria, yaitu bekerja.

Bekerja sebagai PSK, para wanita anggun ini menggunakan tubuh
indahnya untuk dinikmati oleh setiap pria, bukan dengan sengaja tapi
terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Prostitusi
diartikan seks sebagai kebutuhan maupun komoditi aktivitas seksual yang
sama-sama saling membutuhkan fantasi seksnya juga kebutuhan untuk
menopang kebutuhan ekonomi, kemudian ditukar dengan bertujuan
memperoleh suatu kebutuhan tertentu, seperti uang, perlindungan, sumber
makanan dan lain-lain.*

Ditinjau lebih lanjut bahwa prostitusi bukan saja merupakan
penyimpangan norma hukum pernikahan tetapi juga berkaitan dengan
pelanggaran hukum pidana. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya
dukungan dari tokoh masyarakat terhadap sanksi hukum yang harus
diterapkan.” Banyak faktor yang menjadi alasan beberapa wanita memilih

menjadi pekerja seks komersial yang paling utama adalah faktor ekonomi.

! Tugiman, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Keberadaan Lokalisasi DiDesa
SlarangKecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, Skripsi Jurusan Bimbingan Dan
Konseling Islam, IAIN Purwokerto, 2021, h. 2

% Ibid,.... HIm.3



Minimnya keahlian juga merupakan faktor yang membuat mereka
mengambil jalan pintas sebagai pekerja seks komersial karena sulitnya
lapangan pekerjaan lain yang mereka dapatkan.

Kabupaten Batang merupakan tempat dimana nilai-nilai
keagamaan dan kultur kesopanan sangat dijaga, dengan adanya fenomena-
fenomena lokalisasi prostitusi tersebut sangatlah merusak citra dalam
suatu wilayah manapun termasuk kabupaten Batang. Hal itulah yang
membuat pemerintah daerah kabupaten Batang bertindak untuk
menanggulangi, memberantas, menertibkan dan menutup bisnis-bisnis
kotor tersebut. Karena dengan adanya tempat prostitusi tersebut maka
sudah melanggar beberapa peraturan daeran yakni Perda No. 4 Tahun
2015 Tentang Pemerantasan Pelacuran, Perda Miras No. 12 Tahun 2013
Tentang Larangan Menjual Dan Memproduksi Minuman Beralkohol,
Perda Hiburan No. 9 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

(1) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama dilarang mendirikian dan/atau mengusahakan atau

menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.

(2) setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.

Dalam ayat tersebut jelas melarang orang atau kelompok yang
mendirikan atau menyediakan tempat usaha untuk melakukan pelacuran
dan melakukan perbuatan pelacuran. Disamping itu, tempat prostitusi juga
merupakan tempat usaha yang menyalahi aturan karena bangunan rumah
yang dijadikan tempat usaha tersebut tidak mengantongi izin dari
pemerintah daerah setempat sehingga bersifat ilegal.

Menurut penuturan salah satu petugas Satpol PP kabupaten Batang,
sering dilakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) namun tetap tidak
membuat jera dan masih terus berlanjut. Padahal jika dilihat dari sudut
pandang hukum, larangan pelacuran Perda no. 4 tahun 2015 atas

perubahan perda no. 6 Tahun 2011 telah jelas. Petugas dapat menutup



serta menyegel tempat-tempat yang menyediakan layanan prostitusi, dan
melakukan pemulangan terhadap para pelacur yang berdomisili diluar
daerah sesuai dengan pasal 6 Perbup kabupaten Batang no. 45 tahun 2016.

Fenomena prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
sangat sulit untuk ditangani. Peneliti sendiri sebagai perempuan sangat
tersentuh hati melihat banyak perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Ini
bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah sosial dan agama. Tiga
lokalisasi yang terkenal dengan tempat prostitusi adalah pangkalan truk
Banyuputih, Penundan, serta Njentolsari. Salah satu yang menjadi pusat
peneliti bertempat di dukuh boyongsari, desa karangasem selatan yang
familiar dengan sebutan (belakang pasar).

Pemerintah Kabupaten Batang juga harus memperhatikan banyak
aspek dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberantas suatu
lokasi. Apa yang terjadi jika mereka kehilangan satu-satunya sumber
pendapatan dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka selanjutnya juga
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Efektivitas hukum diartikan
indikator tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target
telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.® Fenomena
tersebut memancing kegelisahan peneliti dalam melaksanakan
penelitian yang memfokuskan penelitian yaitu apakah Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2015 ini efektif jika masih banyaknya lokalisasi yang
tumbuh di berbagai tempat di wilayah Batang. Berdasarkan uraian
tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitiann secara
mendalam terhadap efektifitas Perda dan akibat hukum tersebut, untuk
menemukan dimana letak kekurangan yang baik dari Perda maupun proses
pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul
“Efektifitas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang (Studi

Kasus Lokalisasi Prostitusi Di Desa Karangasem Kabupaten Batang)”

® Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan

Kemasyarakatan, Vol 18 Nomor 2 (2018), him. 3.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa
Karangasem Kabupaten Batang ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap efektifitas Perda Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Lokalisasi
Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pemberantasan Pelacuran Di Wiayah Kabupaten Batang.

2. Menemukan akibat hukum terhadap efektifitas Perda Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten
Batang.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dibuat ini adalah

sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
di bidang hukum, khususnya Hukum Tatanegara.

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
kajian bagi penelitian selanjutnya, terlebih pada penelitian
mengenai fenomena lokalisasi prostitusi yang semakin
menjamur.

b. Kegunaan Praktis
1) Bagi Pemerintah
Hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan
pertimbangan dan saran bagi pemerintah agar dapat membuat
suatu peraturan yang lebih efektif dan lebih efisien sehingga
masyarakat tidak dengan mudahnya melanggar serta
pemerintah juga turut memaksimalkan peraturan-peraturan

guna memberantas pelacuran dan juga dapat memberi solusi



dengan bijak terkait permasalahan prostitusi khususnya di
kabupaten Batang.
2) Bagi Pekerja Seks Komersial (PSK)

a) Agar menjadi pembelajaran bagi para PSK untuk tidak
meneruskan pekerjaannya sebab dapat merugikan diri
sendiri dan orang lain dan untuk mencapai sebuah wilayah
yang taat beragama dan sosial dan budaya..

b) Memberikan gambaran kepada para PSK bahwa masih ada
pekerjaan yang layak yang tidak merendahkan dirinya di
luar sana dan menunjukan bahwa pemerintah peduli dan
akan memberi solusi terbaik terhadap isu-isu kemiskinan
serta penggangguran yang menjadi penyebab maraknya
prostitusi yang terjadi.

3) Bagi masyarakat

Sebagai masukan kepada para masyarakat untuk tetap
menjaga kelestarian nama baik suatu daerah Kkhususnya
kabupaten Batang dan ikut memberantas pelacuran dan
perbuatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan
masyarakat lainnya. Karena pelacuran merupakan suatu
penyakit yang sangat menimbulkan dampak buruk bagi masa
depan bangsa.

E. Kerangka Teori
1. Tinjauan Efektifitas Hukum dan Kebijakan Peraturan Daerah

a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective
yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan
baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai
ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.’

Efektivitas adalah bagian dari unsur pokok untuk mencapai tujuan

* Riza Wahyuni, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Di Kabuoaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota, Skripsi Hukum
Tata Negara IAIN Padangsidimpuan, 2019, Him. 34.



atau target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi kegiatan
atau sebuah program, bisa dikatakan efektif apabila tujuannya
tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum bisa
dibilang efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif,
upaya hukum dalam mencapai sasarannya dengan cara
membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi
perilaku yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan masalah
efektivitas hukum, sehingga menjadi ciri khas hukum tidak hanya
terdapat unsur paksaan eksternal akan tetapi tetap mengikuti
proses pengadilan®.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah
bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)
faktor, yaitu; a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b.
Faktor penegak hukum vyaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat yaitu
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e.
Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan
satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi
penegakanhukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada
efektivitas penegakan hukum.

Dalam peraturan daerah no. 4 Tahun 2015 atas perubahan
perda no. 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran,
menurut teori Soekanto, 3 di antaranya masih belum menjamin
efektifitas peraturan daerah, yaitu faktor penegakan hukum, faktor
sarana dan prasarana penegakan hukum serta faktor sosial. Dari

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah

® Rizky Wiyanda Putra. 2018. Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara
Negara Dalam

Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak
Pidana Korupsi.

Malang. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM. Hal.20



suatu ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan atau disepakati.

. Faktor Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2007), salah satu fungsi
hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku
adalah membimbing perilaku manusia. Efektivitas penegak
hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar
hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk
menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi
kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan
kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum
tersebut adalah efektif.

Menurut Soerjono Soekanto (2007), Faktor-faktor yang
Mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Dalam praktek penerapan tidak jarangerjadi
pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hokum
sifatnya konkret terwujud nyata,sedangkan keadilan bersifat
abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu
perkara secarapenerapan perundang-undangan saja ,maka
adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat
suatu permasalahan mengenai hokum tidak semata-mata dilihat
dari  sudut hokum tertulis saja, melainkanuga ikut
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam
masyarakat. Sementara dari sisiain, keadilan pun masih menjadi
perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif
dari masing-masing orang.
2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement).

Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak



hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan
kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak
hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum
dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum
dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan,
satiap aparat dan aparatur diberikan wewenang dalam
melaksanakan tugas masing-masing yang meliputi kegiatan
penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya
pembinaan kembali terpidana.

Adanya tiga elemen penting yang mempengaruhi
mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum,
antara lain : (a) institusi penegak hukum beserta berbagai
perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja
kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparat,
termasuk mengenai kesejahteraan aparat; dan (c) perangkat
peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya
maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar
kerja, baik hukum materiinya maupun hukum acaranya. Upaya
penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan
ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan
hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara
nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum secara sederhana dapat dirumuskan
sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya
terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor
pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain

ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi



menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan
sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap.
Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif
yang harus memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya
kemacetan.
4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam masyarakat. masyarakat mempunyai pendapat-pendapat
tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga
bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.
kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit
penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah
sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang
kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum
juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-
perubahan sosialdengan hukum yang pada akibatnya hukum bisa
efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
5) Faktor Kebudayan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan
faktor masyarakat sengaja dibedakan, dikarenakan di dalam
pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang
menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini
dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari
system kem\asyarakatan), maka hukum mencangkup strukur,
umpamanya mencangkup tatanan lembaga-lembaga hukum
formal, hukum antara lembaga substansi dan kebudayaan.
Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut,
lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan

seterusnya.’

® Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 110
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c. Berlakunya Hukum
1) Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum

tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif

yang tertinggi.
2) Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-

anggapan sebagai berikut:

a) Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum
mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya
berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini
berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.

b) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah
hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah
tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.7

3) Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila
kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat
dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak
diterima oleh warga masyarakt (Teori kekuasaan), atau
kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh
masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum
secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila
kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat.
Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah
hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh

penguasa.’

" Nur Fitriyani Siregar, Efektifitas Hukum, Al- Qanun Jurnal Pemikiran Dan
Pembaruan Hukum Islam Vol. 22 No.2 Desember 2009, HIm. 15
® Ibid, ...HIm. 16



F. Tinjauan Pustaka
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Dalam setiap penelitian, peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu

beberapa karya ilmiah terkait dengan judul yang akan dibuat sebagai

bahan pertimbangan yang kemudian dapat mengambil setiap kesimpulan

dari permasalahan disetiap karya ilmiah tersebut.

Berikut beberapa karya ilmiah terkait efektifitas terhadap Perda

Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang yaitu :

Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan

NO.

JUDUL

PERBEDAAN

PERSAMAAN

“Peran Satuan Polisi
Pamong Praja Kota
Jambi Dalam
Menanggualangi

Penyakit Masyarakat Di
Jambi
(Implementasi ~ Perda
No 2 Tahun 2004

Tentang Pemberantasan

Kota

Pelacuran Dan

Perbuatan Asusila)”

berfokus
PP kota

yang berperan

Penelitian ini
pada SatPol
Jambi
untuk memberantas
lokalisasi sebagai
perbuatan yang asusila,
dan alasan bagaimana
lokalisasi tersebut masih
tetap ada meskipun razia
sudah dilakukan berulang
kali sehingga membuat
tidak

tersebut.

efektifnya razia

Persaamaan  terdapat

pada pembahasan
kefektifitasan peraturan
yang telah ditetapkan
pemerintah daerah
dalam menanggulangi
penyakit ~ masyarakat
namun penelitian ini
lebih  berfokus
keseluruhan mengenai
yang

pemberantasan

pada

apa membuat

lokalisasi prostitusi

tidak mudah dijalankan.

“Persepsi  Masyarakat
Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah
Tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban Kebersihan

Dan Keindahan (Studi

Membahas
yang dibuat

pemerintah

peraturan
oleh
daerah
kabupaten Karawang
tentang prostitusi namun
lebih kearah bagaimana

persepsi masyarakat

Terdapat kesamaan
yang jelas yakni sama-
membahasa

efektif

sama
apakah atau
tidaknya suatu
peraturan daerah

mengenai




12

NO. JUDUL PERBEDAAN PERSAMAAN
Kasus Peraturan Daerah | mengenai ke efektifitasan | pemberantasan
Pemberantasan tempat | perda  tersebut yang | lokalisasi prostitusi
Maksiat, Perjudian Dan | ternyata belum | yang sangat
Prostitusi di Kelurahan | memenuhi standar yang | meresahkan bagi
Karawang Kulon | dapat memuaskan hati | masyarakat sekitar.
Kecamatan Karawang | masyarakat  kabupaten
Barat Kabupaten | Karawang.

Karawang)”

3. “Penanganan  Pekerja | Dalam  penelitian ini, | Sama-sama mengusung
Seks  Komersial Di | lebih berfokus | bahasan bagaimana
Indonesia” bagaimana cara | setelahnya para pelaku

penanganan terhadap | tersebut yang
para pelaku prostitusi | tertangkap razia agar
seperti rehabilitas dan lai | tidak  kembali ke
sebagainya juga dengan | kehidupan lamanya
strategi-strategi yang | yang di cap jelek oleh
diusung agar pelaku | masyarakat namun
prostitusi yang terkena | tidak  terlalu  detai
razia tidak sia-sia dan | seperti jurnal tersebut.
tidak kembali melakukan

perbuatan asusila shingga

mempunyai  kehidupan

yang bermanfaat serta

lebih baik bagi dirinya

dan keluarganya.

4. “Kritik Hukum Islam | Penelitian ini dilakukan | Persamaan  peneliian
Atas Sanksi Pidana | di kabupaten Cirebon, | tersebut dengan

Pelaku Prostitusi Dalam

Peraturan Daerah”

dimana kota

yang

tersebut sudah terenal

lama sebagai kota santri

penelitian milik peneliti
yakni membahas

bagaimana seharusnya
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Penyakit Masyarakat Di
Kabupaten Mandailing
Natal Studi Di
Kecamatan

Panyabungan Kota.”

pusat penelitian tersebut,

dimana penelitian
tersebut  dilakukan di
Penyabungan Kota,

sedangkan yang peneliti
ambil merupakan daerah

Kabupaten Batang.

NO. JUDUL PERBEDAAN PERSAMAAN
makadari itu jelas sekali | pelaku prostitusi
perbedaan dengan | dihukum sesuai dengan
penelitian milik peneliti | peraturan yang telah
karena penelitian tersebut | ditetapkan di daerah
mengkaji ~ dari  segi | tersebut.
pandangan hukum Islam
dalam menangani
hukuman yang
seharusnya dilaksanakan
kepada para  pelaku
asusila.

5. “Efektifitas Penelitian ini mempunyai | Jelas persamaan terletak
Pelaksanaan Peraturan | judul yang hampir sama | pada judul dan isi yang
Daerah Kabupaten | dengan penelitian yang | membahas  mengenai
Mandailing Natal | dibuat oleh  peneliti, | perda yang bertema
Nomor 7 Tahun 2003 | namun jelas yang | menuntaskan lokalisasi
Tentang  Pencegahan | membedakan adalah | prostitusi yang
Dan Pemberantasan | daerah yang menjadi | berdampak negatif pada

kehidupan masyarakat

sekitar.

Tabel 1.1. Penelitian yang Relevan

1. Dadan Sutardjo dalam skripsinya yang berjudul “Peran Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggualangi Penyakit
Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2004

Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila)”. Dalam
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penelitin tersebut ditemukan perda no 2 Tahun 2004 ini meliputi
pengawasan dan penidakan, manindaklanjuti laporan dan
kerjasama guna memberantas pelacuran dan perbuatan asusila.
karya ilmiah ini berisi pembahasan menganei bagaimana satpol PP
kota Jambi menagguangi penyakit masyarakat tersebut karena
setiap ada razia yang dilakukan, tidak berselang lama akan kembali
seperti semula dan bagaimana cara satpol PP ini memberikan
masyarakatnya kesadaran hukum mengenai pelcuran yang terjadi.
Sofian dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihnan Dan Keindahan (Studi
Kasus Peraturan Daerah Pemberantasan tempat Maksiat, Perjudian
Dan Prostitusi di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan
Karawang Barat Kabupaten Karawang)”. Dalam penelitian tersebut
membahas bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah
daerah karawang terkait adanya tempat-tempat maksiat karena
tempat tersebut bersembunyi di warung-warung kecil sehingga sulit
untuk di deteksi, berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti
lakukan yang membahas mengenai efektifitas dan dampak hukum
yang terjadi darii perda kabupateng Batang mengennai
pemberantasan pelacuran.

Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati dalam jurnal peneitiannya
yang berjudul “Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia”.
Dalam penelitian ini berisi analisa penanganan pelacuran, faktor-
faktor dan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat
disekitarnya. Bagaimana bentuk prostitusi sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Jurnal ini
memberikan sumber bagi peneliti yang akan meneliti bagaimana
strategi yang efektif untuk dapat mengurangi jumlah prostitusi di
Indonesia dan sebagai masukan nantinya untuk kabuaten Batang.
Nasrullah dan Aden Rosadi dalam jurnal penelitiannya yang
berjudul “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi
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Dalam Peraturan Daerah”. penelitian ini membahas mengenai
perbedaan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif
memberikan hukuman bagi para pelaku prostitusi, dan sanksi yang
diberikan tersebut sesuai dengan eraturan yang terdapat pada
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sedangkan
peneliti sendiri membahas mengenai efektifitas perda yang ada di
kabupaten Batang dan tinjauannya bila dilihat dalam sisi hukum
Islam.

5. Riza Wahyunu dalam skripsinya “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupatn Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di
Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan
Kota.”. Penelitian ini membahas keefektifitasan suatu perda yang
diusug oelh pemerintah daerah tempat dalam memberantas para
pelaku asusila, serta faktor-faktor yang membuat perda tersebut
sulit dilaksanakan dengan semestinya.

G. Metode Penelitan
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti membutuhkan
data dan banyak informasi yang akan peneliti gunakan sebagai
sumber analisis. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan
yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiolegal merupakan
penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau
penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif)
yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta
penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor
nonhukum yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan
yang diteliti.® Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan

berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah berbagai teori,

® Ahmad Redi, Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, (Sinar Grafika,
2021), HIm. 118
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berbagai konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini'® dan mengkaji
kebijakan-kebijakan pemerintanh kabupaten Batang dalam hal
menanggulangi prostitusi mencoba memecahkan kekurangan
dalam proses penerapan Perda tersebut dengan menelusuri
efektifitas Perda Batang No. 4 Tahun 2015 untuk Pemberantasan
Prostitusi di Kabupaten Batang.
b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statue Approach). Dengan menggunakan
penelitian ini, peneliti menelaah semua peraturan perundang-
undangan dengan undang-undang lainnya®’, terutama terkait
dengan masalah efektifitas suatu perda mengenai pemberantasan
pelacuran di kabupaten Batang. Peneliti juga melakukan
pendekatan penelitian dengan konsep yang merujuk pada prinsip-
prinsip hukum yang terdapat pada pandangan para ahli hukum
atau doktrin-doktrin hukum.*?

Misalnya peneliti ingin meneliti efektifitas hukum dengan
isu hukum bagaimana efektifitas atau tidaknya perda kab. Batang
mengenai larangan pelacuran, maka peneliti harus memahami
konsep efektifitas hukum yg berasal dari para sarjana yg termuat
pada jurnal hukum, buku-buku hukum, teks hukum dan lain
sebagainya .

Penelitian ini menggunakan Studi Kasus Pada perda no 4
tahun 2015 pengganti perda no. 6 tahun 2011 tentang
pemberantasan pelacuran di kabupaten Batang dimana berfokus
pada Lokalisasi Prostitusi di Desa Karangaem, sudah jelas

terdapat larangan bagi masyarakat untuk membuka, melakukan

19 pjrdaus, Tesis Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi
(Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Kota Jambi Tahun 2004),... HIm. 32

1 yahman, Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media,
2019), HIm.14

12 Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum
2022)him.115

Legal Research (Jakarta: Sinar grafika,
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dan mendatangi tempat pelacuran yang jika melanggarnya akan
dikennakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,
namun masih saja ada bahkan lebih banyak masyarakat yang
tidak mentaatinya salahsatunya adalah desa Warungasem, yang
hingga kini masih adanya tempat pelacuran. Fenomena tersebut
menjadi tanda tanya apakah sudah efektif perda yang dibuat oleh
kabupaten Batang, untuk itu peneliti berupaya mencari apa yang
membuat perda tersebut kurang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak
perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau
perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya
apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang
dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat
penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh
undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan
yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang
diharapkan undang-undang.*®

2. Sumber Data Penelitian

Dari jenis penelitian yang dipaparkan diatas yakni penelitian
hukum empiris maka penelitian ini menggunakan data primer dan juga

data sekunder dalam rangka mengidentifikasi data secara sistematis.
a. Data Primer merupakan suatu data di mana dalam
mendapatkannya harus secara langsung di lapangan yang terkait.

Hal ini berarti dengan melakukan observasi di lapangan dengan
pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta dan hasil
wawancara dengan pihak yang bersangkutan.'* Hasil yang didapat
oleh peneliti adalah wawancara di lokasi penelitian yang berada
di wilayah kabupaten Batang. Berikut adalah nama-nama yang

berhasil di wawancara olh peneliti, yaitu:

3 Soerjono Soekamto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers,1988), HIm. 115

14 Risqi Perdana Putra, Penegaka Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Deepublish, 2020),
Him. 12
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PW, DN, BS, DS, AK, LW, ES, KA, DA dan NA. Inisial
tersebut merupakan nama pekerja seks.

Kusbudiono, selaku Ketua RT 004 Desa Karangasem Kaaten
Batang.

Muhammad Masqon, S.E, selaku Kepala Bidang Penegak
Peraturan Daerah Kabupaten Batang. (SATPOLPP)

IrJoko Tetuko, M.S.I, Selaku Kepala Dinas Sosial
Kabupeten Batang.

b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui

peraturan perundangundangan terkait dengan kasus penelitian

yaitu Peraturan Daerah mengenai pemberantasan pelacuran dan

beberapa buku.

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang

mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai
berikut:

a)

b)

d)

Al-Qur’an dan Hadist, yang merupakan sumber utama yang
dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam di seluruh
dunia.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum kedua
yang sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 6 Tahun 2011
Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten
Batang, sekaligus sebagai penelitian yang sedang diambil
oleh peneliti.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 6 Tahun 2011
Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten
Batang.

Peraturan Bupati Kabupaten Batang No. 45 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penutupan Dan Penyegelan Tempat-
Tempat Yang Digunakan Sebagai Tempat Pelacuran.

Perbup tersebut merupakan dasar dari referensi yang sesuai
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dengan judul peneliti diaman di dalamnya berisi langkah-
langkah penutupan lokalisasi yang semstinya dan jalan
keluar setelah dilakukannya pembersihan terhadap pelaku
prostitusi agar tidak kembali melakukan prostitusi.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dimana berupa
penjelasan dari bahan hukum primer, dan juga merupakan suatu
data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan tetapi
diperoleh dari kumpulan berbagai studi pustaka seperti; laporan,
sumber internet, dokumentasi, penelitian terdahulu dan karya
ilmiah dari para ahli hukum, yang berkaitan dengan Perda no. 4
tahun 2015 tentang perubahan atas perda no. 6 tahun 2011
tentang pemberantasan pelacuran.

3) Bahan hukum tersier adalah sebagai pendukung dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier
yang digunakan yaitu, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dan internet.

3. Objek Dan Subjek
a. Subjek Penelitian
Subyek diambil dari sejumlah aktor yang bekerja di
lokalisasi dan pemasok lokasi. Tema merupakan hal yang penting
dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah suatu
organisasi atau orang yang dapat memberikan segala informasi
yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau
yang biasa disebut dengan informan.*
b. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pembukaan layanan bagi
pekerja seks. Dalam penelitian ini, objek dan subjek penelitian
diperlukan agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang
akurat. Objek penelitian adalah kasus yang menjadi penyelidikan

dalam suatu penelitian.

% Ibid. HIm 195
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4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan
menyusun data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan
data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen seperti
transkrip, video/audio dengan mengorganisasikan data dan memilih
yang penting dan dipelajari dan ditarik ke kesimpulan yang mudah
dipahami oleh Anda dan orang lain.*® Teknik analisi data juga
meruupakan bagaimana cara mengolah data yang telah diperoleh dari
lapangan yang nanti hasilnya merupakan jawaban atas pertanyaan
tersebut.

Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian.
Berdasarkan hal tersebut, teknik analisi data terbagi menjadi 2 macam
yaitu teknik analisis secara kualitatif dan teknik analisis secara
kuantitatif. Dimana kualitatif menggunakan analisis kualitatif atau
nonstatik sedangkan kuantitatif menggunakan rumus-rumus statik
dalam mengolah data.*’

a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sistematis baik
gejala fisik maupun mental.*® Observasi akan dilakukan peneliti
sebagai penutup saat jam malam saat lokasi mulai dibuka, untuk
mengetahui lebih jauh situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
b. Wawancara
Teknik  wawancara  (interview) menurut  Nasution
sebenarnya dilakukan dalam dua bentuk: wawancara terstruktur
dan wawancara tidak terstruktur.'® Peneliti melakukan wawancara

dengan 10 para pekerja seks komersial, ketua RT dan beberapa

18 https://www.dglab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data 9di akses pada
tanggal 01 Novemer 2021).

7 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi Untuk SMA Dan MA Kelas X11 Jilid 3,
(Esis), HIm. 111

8 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitin Kualitatif (Qualitative Research Approach),
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), HIm. 22

¥ 1bid.., HIm. 23
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masyarakat setempat. Kemudian ditambah dengan bebarapa orang

terkait yang bekerja di instansi Dinas Sosial dan Satpol PP.

1) PW, DN, BS, DS, AK, LW, ES, KA, DA dan NA. Inisial
tersebut merupakan nama pekerja seks.

2) Kusbudiono, selaku Ketua RT 004 Desa Karangasem
Kabupaten Batang.

3) Muhammad Masqon, S.E, selaku Kepala Bidang Penegak
Peraturan Daerah Kabupaten Batang. (SATPOLPP)

4) Ir.Joko Tetuko, M.S.1, Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupeten
Batang.

Untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan tentang
penelitian ini, tetapi jika diperlukan setelah itu, peneliti Peneliti
akan menanyakan apa yang tidak tertulis dalam catatan untuk
meningkatkan rasa ingin tahu dari peneliti. dan pelajari lebih
lanjut tentang posisi saat ini.

c. Dokumentasi

Dokumen dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti
dan untuk mendokumentasikan fakta-fakta perjalanan peneliti
dalam mengamati dan menganalisis permasalahan yang timbul
dan yang nantinya akan menjadi alat bukti pelaporan yang
bertanggung jawab. Bahan-bahan lain juga dikumpulkan dari
berbagai sumber seperti buku, surat kabar, majalah atau berita
yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknis Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperolen dari berbagai
sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus
sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada



22

umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknis data yang digunakan
belum ada polanya yang jelas. %

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam
periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam
analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup
banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan,
maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, emfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan
peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan
kode pada aspek-aspek tertentu.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara
sistematik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan
sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar

memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara

% sustiyo Wandi, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler
Di SMA Karangturi Semarang, Journal Of Phisycal Education Sport Health And Recreations,
Vol 2 No. 8 2013, hh.527-528.
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keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada
penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk
deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan
tabel **
c. Menarik Kesimpulan
Merupakan suatu kegiatan dari konfirmasi yang utuh,
kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data

yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan.

Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis

data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi,

dokumentasi dan lain sebagainya, yang didapat dari hasil
penelitian dilapangan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Menyusun simpulan sementara. Disebut sementara karena
selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data
tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara
mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi
dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh
lebih tepat dan objektif.

2) Menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.
Penarikan  kesimpulan ini  dilakukan dengan jalan
membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan
makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara

konseptual.

2L 7ainal Arifin, “Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru” (Surabaya:
Elkaf, 2010), h. 97.
%2 Ibid, ....HIm. 258



24

H. Sistematika Penulis

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, peneliti akan

menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab |

Bab Il
Bab Il

Bab IV

Bab V

Berisi tentang Pendahuluan yanng menggambarkan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian,
teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Berisi tentang Tinjauan Umum Efektifitas Hukum dan Lokalisasi
Berisi tentang hasil penelitian implementasi Perda nomor 4 Tahun
2015 tentang pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang

Berisi analisis efektifitas dan akibat hukum terhadap implementasi
Perda nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di
Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang
Berisi penutup, kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil

penelitian di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari hasil pada penelitian dan juga pembahasan yang telah didapatkan
yang menyangkut efektifitas hukum pada bab yang telah diuraikan, sehingga
dalam hal ini peneliti menyimpulkan :

1. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan
Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang belum efektif diterapkan untuk
menanggulangi atau menekan angka kasus pelacuran di wilayah Batang.
Selain itu, adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Pemberantasan Pelacuran ini dinilai belum efektif karena masyarakat juga
tidak mengetahui pesan-pesan dan akibat hukum dari adanya Peraturan
Daerah ini. Di sisi lain, selama ini tempat prostitusi atau tempat pelacuran
di Wilayah Kabupaten Batang justru marak atau bertambah banyak baik
itu dalam desa yang ada di Kabupaten Batang atau sepanjang jalan pantura
Kabupaten Batang. Ketidaktahuan masyarakat terkait pesan-pesan dan
akibat hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang ini
menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah hanya sebatas membuat peraturan
kemudian tidak menindaklanjuti supaya peraturan ini berjalan dan berguna
sebagaimana mestinya. Selain itu faktor-faktor terkait efektifitas hukum
masih belum terpenuhi termasuk di sisi faktor penegakan hukum, faktor
masyarakat dan budaya, serta faktor sarana dan prasarana.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah berupaya represif atau kuratif
yang dalam pemberantasan pelacuran yang dimaksud yakni menindak
secara hukum pelaku pelacuran, baik secara langsung maupun tidak
langsung maupun yang terkait. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang
dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa bupati berwenang menutup dan
menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau

bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai

97
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tempat pelacuran. Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah
Kabupaten Batang disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan
melakukan praktik pelacuran diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 bulan dan/atau denda paling rendah Rp. 1.000.000,- (Satu juta
rupiah), paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian
dalam pidana Islam dijelaskan bahwa sanksi pidana yang dikeluarkan
terhadap pelaku zina itu berbeda, perbedaannya dikategorikan dari pelaku
zina, itu disebut ghairu muhsan (Belum menikah atau bersuami istri) atau
muhsan (Sudah Menikah atau bersuami istri). Jika ghairu muhsan maka
diberikan sanksi diasingkan bagi yang pelaku zina laki-laki saja kemudian
yang zina muhsan itu diberikan sanksi dirajam saja ataupun dengan dijilid

(dera) sebanyak seratus kali.

B. Saran
Berdasarkan pemaparan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti

menyimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang

serta efektifitas hukumnya sudah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam

pembahasan diatas. Hasilnya, penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun

2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang belum

efektif karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karenannya

peneliti menyarankan beberapa hal :

1. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pemberantasan Pelacuran, Peemerintah Daerah juga melaksanakan
publikasi aturan tersebut dan juga memberikan pemahaman kepada
masyarakat agar masyarakat juga mengetahui aturan tersebut sehingga bisa
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran, aparat penegak hukum
diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan

indikator penegakan perda, karena hal ini juga sudah tertuang dalam
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